WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 ayat (1)

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
yang menegaskan bahwa tata cara pemabagian dan
penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan
dengan Peraturan Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Tual tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual
Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



5.

10.

11.

12.

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717), dan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 219 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaiman
telah  diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 09 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tual
Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2020.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

. Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kota Tual;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Walikota adalah Walikota Tual,

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual,

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan oemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang
dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban desa tersebut;

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah
rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh
Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan Membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening
tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk
menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh
pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;

Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah
kepada Pemerintah Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai
akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah
Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir
tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan
APBDesa;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh
setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari
anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional;

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi;

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki
hasil penilaian kinerja terbaik;

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan
tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota;

Indeks Desa membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks
Komposit yang dibentuk dari Indeks ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan
Ekonomi dan Indeks Ketahahanan Ekologi Desa;

Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah
indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai
berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif
antar Daerah;

Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa,
adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa
berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transportasi, dan komunikasi;

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual yang selanjutnya disebut
Aparat Pengawasan Intern adalah Auditor, Pengawas Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu
pada Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan
pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan,dan kegiatan pengawasan lainnya

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2020,
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

noop

Alokasi Dasar;
Alokasi Afirmasi;
Alokasi Kinerja; dan
Alokasi Formula.

Pasal 3

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung
sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi
secara merata kepada setiap Desa.

(1)

(2)

Pasal 4

Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran
dana desa dibagi secara proposional kepada Desa Tertinggal dan Desa
Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA Desa = (0.015xDD) / {(2 x DST)+(1 x DT)}
Keterangan:
AA Desa =  Alokasi Afirmasi setiap Desa



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

DD = Pagu Dana Desa

DST Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi
Afirmasi setiap Desa.

Pasal 5

Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf c
dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa
dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.

Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah
Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang
memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan
keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa,
capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:

a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;

b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;

c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.

Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja
terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

Skor Kinerja = {(0,20 x Y1) + (0,20 x Y2) + (0,25 x Y3) + (0,35 x Y4)}
Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai

dari:

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan
APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total
belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).

Pengeloaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan
sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot
55% (lima puluh lima persen); dan

b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan
bobot 45% (empat puluh lima persen).

Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai

dari:

a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima
puluh persen); dan

b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh
persen).

Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dinilai dari:



(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga
puluh persen);

b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30%
(tiga puluh persen);

c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10%
(sepuluh persen); dan

d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga
puluh persen).

Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung

dengan rumus:

AK Desa = (0,015 x DD)/ (0,1 x Jumlah Desa)

Keterangan:
AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
DD = pagu Dana Desa

Jumlah Desa = jumlah Desa

Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 6

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d dihitung dengan bobot:

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (
1) dihitung dengan menggunakan rumus:

AF Desa = {0, 10 x Z1) + (0,50 x Z2) + (0, 15 x Z3) + (0,25 x Z4)} x AF
Kab/Kota.

Keterangan

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa Daerah kabupaten/kota

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap
total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas
wilayah Desa Daerah kabupaten/kota

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah
kabupaten/kota

AF Kab / Kota

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah
penduduk miskin desa dan IKG Desa.

IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Tual Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



(1)
(2)

(3)

(4)

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari Walikota.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni
sebesar 40% (empat puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat
bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan kepala desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan:

a.
b.

(1)

(2)

tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;

tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap
I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
dan

tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stuntingtingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

Pasal 10

Permohonan Pencairan Dana Desa oleh kepala desa disampaikan kepada
Walikota C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual
dengan dilampiri :

a. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya;

b. Jadwal kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan.

Pemerintah desa mengambil Dana Desa pada Rekening Kas desa, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Tual,

b. Dana diambil sesuai kebutuhan; dan

c. Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kerjasama
Antara Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur Dana Desa.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa
berupa:

a. peningkatan kualitas hidup;

b. peningkatan kesejahteraan;

c. penanggulangan kemiskinan; dan

d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 12

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang

berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:

a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;

b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan

d. meningkatkan pendapatan asli Desa.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) huruf c diutamakan untuk:

a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;

b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya
tunai untuk menyediakan lapangan kerja;

d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang
menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan

e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program

bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 13

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi
afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

(1)

Pasal 14

Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
ayat (1) meliputi:
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana
dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1) Lingkungan pemukiman;
2) transportasi;
3) energi;
4) informasi dan komunikasi; dan
S) sosial.



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana
dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan
serta peningkatan kualitas:

1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
2) pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana

dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:

1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan
untuk ketahanan pangan;

2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan
pasca panen; dan

3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau
perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi
dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana
dan prasarana lingkungan alam untuk:
1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2) penanganan bencana alam; dan
3) pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana
dan prasarana lingkungan sosial untuk:
1) konflik sosial; dan
2) bencana sosial.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan
prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah desa.

Pasal 15

Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan;

b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air
kecil lainnya;

c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa;
dan

d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau
Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan

huruf c¢ dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha

Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 16

Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh
Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna,
inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.

Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran
upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan

c. menciptakan lapangan kerja.

Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 17

Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), yaitu:

a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);

b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan

c. pencegahan kematian ibu dan anak.

Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), paling sedikit

meliputi:

a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);

b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah
karena ketidakmampuan ekonomi; dan

c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.

Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok

masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga

masyarakat berkebutuhan khusus.

BAB V
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan
musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang
menghasilkan dokumen RKP Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat
dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan
mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disusun oleh

Pemerintah Desa sesuai dengan:

a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari
Pemerintah Daerah; dan

b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD
kabupaten/kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan
dialokasikan ke Desa.

Pasal 20

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan
Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.



(1)
(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 21

Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 20 didasarkan pada data IDM.

Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan
Pem erintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur
perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan
kewenangan Desa.

Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
b. kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 23

Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui
Musyawarah.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan
kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan
dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman
Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 24

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan
prioritas penggunaan dana desa namun belum dibahas dan ditetapkan
dalam musyawarah desa, setelah mendapatkan persetujuan dari
Walikota Tual.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal
dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari
masyarakat Desa setempat.

Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada
saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

BAB VI
PUBLIKASI, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 25

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang
publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.

Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan
Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran
lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



Bagian kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 26

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Dana Desa disampaikan oleh
Kepala Desa kepada Walikota dan BPD yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dalam masa

1

(satu) tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31

Desember.

(1)
(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 27

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan
pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti dimaksud.

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa
ditetapkan menjadi peraturan desa.

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungut ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) di hitung oleh bendahara desa pada saat proses pencairan dan
dapat dicairkan pada waktu melakukan penyetoran di kantor pelayanan
pajak.

Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat laporan dari
masyarakat atau pihak lain, maka Walikota memerintahkan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual untuk melakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Kota Tual sebagimana dimaksud pada ayat (6), hasilnya dituangkan dalam
bentuk rekomendasi.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan
sebagai dasar penyaluran dana desa pada tahap berikutnya.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 28

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas

penggunaan Dana Desa kepada Wali Kota.

Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana
Desa; dan

b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam

bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik

melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.

Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan



(1)
(2)

(3)

(4)

()

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas

penggunaan Dana Desa.

Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan
Dana Desa;

b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas
penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan

melalui:

a. Badan Permusyawaratan Desa; dan

b. Dinas Pemberdayaan Masyarat dan Desa Kota Tual, dan Inspektorat

Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

diselesaikan dengan cara:

a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan

b. berjenjang mulai dari:

1) pemerintah Desa;

2) pemerintah daerah kabupaten/kota;
3) pemerintah daerah provinsi; dan

4) pemerintah.

Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan

BAB VIII
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 30

(1) Wali Kota melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas

(2)

(3)

(4)

penggunaan Dana Desa secara berjenjang.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada
Perangkat Daerah (Tim Evaluasi dan Tim Pembinaan) dan/atau Camat.
Tim Evaluasi dan Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan Walikota Tual.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

a.

Peraturan Walikota Tual Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual
Tahun Anggaran 2019;

. Peraturan Walikota Tual Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan

Lampiran Peraturan Walikota Tual Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata



Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
di Kota Tual Tahun Anggaran 2019,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 02 Januari 2020

WALIKOTA TUAL,
TTD
ADAM RAHAYAAN
Diundangkan di Tual
pada tanggal 02 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL
TTD

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 02 TAHUN 2020

Alokasi Formula
Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Luas Wilayah IKG
No. Kecamatan Nama Desa Alokasi Dasar Klasm::';: Des3 [:::: Alokasi Afirmasi Kisr:(:r:'a ':::::_;‘: Alokasi Kinerja || jumlah Rasio Jumlah j::‘sl':h Rasio Indeks I:::I:s Total Bobot AlokasiFormula Pagu Dana Desa per-Desa;
Pendudu| Jumlah Bobot |[[Pendudu Pendudu Bobot Luas Wilayah Luas Bobot Kesulitan o Bobot
3 k Miskin o Wilayah Geografis N
k Miskin Geografis|
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) = (13) +(16) +(19) +(23) (24) 25)=(4) +(7) +(10) +(23)
1 |[Pulau Dullah Utara Fiditan 662,806,000 |[Maju 8 - || _52.1899; 4 - 7,890 0.134] 0.01341 372 0.051} 0.0255 9.54531226( 0.03836|| 0.0058| 28.1723968| 0.02182| 0.00546 0.050115124 851,349,000 1,514,155,000
2 |[Pulau Dullah Utara Ngadi 662,806,000 |[Maju 7 - || 50.9145 10, = 1,730 0.029 0.003 229 0.031 0.016 4.030; 0.016) 0.002 33.272 0.026 0.006 0.028 467,323,000 1,130,129,000
3 [|Pulau Dullah Utara Dullah 662,806,000 |[Maju 4 - || _52.7883 3 144,096,000 1,509 0.026 0.003 83 0.011 0.006 3.436 0.014 0.002 18.951 0.015 0.004 0.014 237,732,000 1,044,634,000
4 |Pulau Dullah Utara Labetawi 662,806,000 |[Maju 5] - || 44.3931 22 = 1,106 0.019 0.002 99 0.014] 0.007 3.705 0.015] 0.002 30.013 0.023] 0.006 0.017 283,879,000 946,685,000
5 [|Pulau Dullah Utara Tamedan 662,806,000 |[Berkembang 7 - || 49.8829 15, - 1,675 0.028 0.003 269 0.037 0.018 3.510 0.014 0.002 26.290 0.020 0.005 0.028 484,025,000 1,146,831,000
6 |[Pulau Dullah Utara Ohoitahit 662,806,000 |[Maju 6 - || 43.1858 24 = 2,013 0.034] 0.003 181 0.025 0.012 9.824 0.039] 0.006 30.499 0.024/ 0.006 0.028 469,811,000 1,132,617,000
7 _[|Pulau Dullah Utara Ohoitel 662,806,000 |[Maju 7 - || _51.8735. 5 - 4,626 0.079 0.008 255 0.035 0.017 9.081 0.036 0.005 32.478 0.025 0.006 0.037 630,304,000 1,293,110,000
8 |[Pulau Dullah Utara Dullah Laut 662,806,000 |Berkembang 9 - || _48.2964 20 = 2,432 0.041 0.004] 496 0.068] 0.034] 22.545 0.091) 0.014 47.030! 0.036! 0.009; 0.061 1,033,373,000 1,696,179,000
9 [|Pulau Dullah Selatan Tual 662,806,000 |[Maju 9 - 50.001 14, - 17,041 0.290 0.029 512 0.070 0.035 9.740 0.039 0.006 27.120 0.021 0.005 0.075 1,277,034,000 1,939,840,000
10 _|J[Pulau Dullah Selatan Taar 662,806,000 |[Maju 7 - ||_49.8444 17, = 4,747 0.081 0.008 220 0.030] 0.015 32.972 0.133] 0.020 38.126 0.030; 0.007; 0.050 856,278,000 1,519,084,000
11 ||Tayando Tam [Tam Ngurhir 662,806,000 |[Tertinggal 9 181,634,000 || 50.4774 12 - 1,912 0.032 0.003 733 0.100 0.050 15.237 0.061 0.009 60.751 0.047 0.012 0.074 1,264,657,000 2,109,097,000
12 |[Tayando Tam Tayando Langgiar 662,806,000 ||Tertinggal 8 181,634,000 || 49.8761 16 = 884 0.015 0.002 340 0.047 0.023 6.295] 0.025] 0.004 40.451] 0.031] 0.008; 0.036 618,984,000 1,463,424,000
13 ||Tayando Tam Tayando Yamtel 662,806,000 |Berkembang 9 - || 51.7819 7 - 2,643 0.045 0.004 635 0.087 0.044 23.473 0.094 0.014 49.525 0.038 0.010 0.072 1,219,046,000 1,881,852,000
14 |[Tayando Tam Tayando Ohoiel 662,806,000 |Berkembang 9 - || 51.4928 9 = 1,519 0.026 0.003 502 0.069 0.034] 9.072] 0.036) 0.005 45.172] 0.035] 0.009; 0.051 869,925,000 1,532,731,000
15 ||Tayando Tam Tayando Yamru 662,806,000 |Tertingga| 6 - ||_49.6099; 18, - 652 0.011 0.001 200, 0.027 0.014 10.065 0.040 0.006 58.384 0.045 0.011 0.032 546,856,000 1,209,662,000
16 |[Pulau-Pulau Kur Tubyal 662,806,000 |Berkemban§ 5] - || 51.7685 8 = 448 0.008 0.001 100] 0.014] 0.007 14.688 0.059] 0.009 50.194 0.039; 0.010; 0.026 444,920,000 1,107,726,000
17 ||Pulau-Pulau Kur Kaimear 662,806,000 |[Berkembang 7 - || 38.8835 27 - 703 0.012 0.001 239 0.033 0.016 0.362 0.001 0.000 62.664 0.049 0.012 0.030, 508,454,000 1,171,260,000
18 |[Pulau-Pulau Kur Lokwirin 662,806,000 ||Tertinggal 6 - || 42.7556 25 = 678 0.012 0.001 187 0.026 0.013 0.474 0.002] 0.000] 67.215 0.052] 0.013 0.027 463,291,000 1,126,097,000
19 ||Pulau-Pulau Kur Finualean 662,806,000 |Berkembang 5 - || 55.3801 1 144,096,000 394 0.007 0.001 99 0.014 0.007 0.232 0.001 0.000 68.523 0.053 0.013 0.021 354,449,000 1,161,351,000
20 [Pulau-Pulau Kur Sermaf 662,806,000 ||Tertinggal 5 = 51.86 6 = 634 0.011 0.001 124 0.017 0.009 34.561 0.139) 0.021 57.225 0.044/ 0.011] 0.041 704,874,000 1,367,680,000
21 |[Kur Selatan Kanara 662,806,000 |[Tertinggal 6 - ||_49.3886. 19, - 447 0.008 0.001 168 0.023 0.012 4.968 0.020 0.003 60.527 0.047 0.012 0.027 458,519,000 1,121,325,000
22 [Kur Selatan Warkar 662,806,000 ||Tertinggal 6 - || 50.0255 13 = 487 0.008 0.001 191 0.026 0.013 4.169; 0.017) 0.003 46.573 0.036 0.009; 0.025 432,380,000 1,095,186,000
23 |[Kur Selatan Yapas 662,806,000 |[Tertinggal Bl - ||_38.9425. 26 - 225 0.004 0.000 50 0.007 0.003 0.111 0.000 0.000 63.083 0.049 0.012 0.016 273,377,000 936,183,000
24 [Kur Selatan Rumoin 662,806,000 ||Tertinggal 8 181,634,000 || 52.9502 2 144,096,000 1,166 0.020] 0.002 350 0.048] 0.024] 1.792 0.007) 0.001 50.121 0.039; 0.010; 0.037 624,463,000 1,612,999,000
25 |[Kur Selatan Hirit 662,806,000 |[Tertinggal 6 - || 50.6172, 11 - 366 0.006 0.001 191 0.026 0.013 0.232 0.001 0.000 66.579 0.052 0.013 0.027 454,379,000 1,117,185,000
26 [[Kur Selatan Tiflen 662,806,000 ||Tertinggal 6 - || _43.4976 23 = 389 0.007 0.001 179 0.025 0.012 2.080 0.008) 0.001 56.831 0.044 0.011 0.025 427,924,000 1,090,730,000
27 |[Kur Selatan Niela 662,806,000 |[Tertinggal 7 - 47.721] 21 - 542 0.009 0.001 290, 0.040 0.020 12.628 0.051 0.008 75.261 0.058 0.015 0.043 730,251,000 1,393,057,000
Total 17,895,762,000 [N -:2502.000 X 432,288,000 | 58,858 | 1.000 | 10% | 7,294] 1.000] 50% 248.828 | 1.000 | 15% | 1,201.031] 1.000] o0.250 1.000 | 16,987,857,000 35,860,809,000
WALIKOTA TUAL
TTD

ADAM RAHAYAAN




